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ABSTRAK

Kecerdasan sosial merupakan kemampuan untuk memahami dan mengelola interaksi
sosial dengan baik. Ini melibatkan pemahaman tentang orang lain, kemampuan
berkomunikasi, dan keterampilan dalam membangun hubungan yang positif
Kecerdasan sosial dapat ditingkatkan melalui latihan, pengalaman, dan refleksi
terhadap interaksi sosial. Mengembangkan keterampilan ini penting untuk kehidupan
pribadi dan profesional yang lebih baik. Dalam penelitian ini penulis merumuskan
masalah yaitu bagaimana gambaran penerpan pembelajaran PPKn menggunakan
kurikulum nasional untuk perkembangan kecerdasan sosial di SMA PGRI Cianjur.
Adapun tujuannya adalah 1) untuk mengetahui penerapan pembelajaran PPKn
menggunakan kurikulum nasional untuk perkembangan kecerdasan sosial siswa; 2)
untuk mengetahui pengaruh penerapan kurikulum nasional dalam pengembangan
kecerdasan sosial siswa; dan 3) untuk mengetahui kendala yang dialami pada
pembelajaran PPKn dengan menggunakan kurikulum nasional untuk perkembangan
kecerdasan sosial siswa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan
angket dan wawancara. Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas X di SMA
PGRI Cianjur yang berjumlah 43 peserta didik yang terdiri dari dua kelas. Sampel
peserta didik diambil secara acak dari total populasi sebanyak 100% yaitu 43 orang
peserta didik. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan kurikulum nasional dalam
pembelajaran PPKn berpengaruh positif terhadap kecerdasan sosial siswa, aktivitas
pembelajaran PPKn yang menggunakan kurikulum nasional yang ditandai dengan
pembelajaran di kelas sudah mengarah pada pengembangan potensi pada peserta didik,
sehingga peserta didik mengalami peningkatan sikap dan karakter yang ditekankan
dalam penerapan Kurikulum Nasional pada pengembangan kompetensi diri.
Pembelajaran di kelas mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi dan
kegiatan kelompok, sehingga peserta didik mengalami peningkatan pembelajaran
dalam menjalankan proses kegiatan di sekolah terlebih pada pemahaman dan
kemampuan mengelola hubungan dengan orang lain yang dimiliki sebagai peserta
didik.

Kata Kunci : kurikulum nasional, pembelajaran PPKn, siswa.
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PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pembelajaran yang
mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik dalam memahami
kebangsaan, kewarganegaraan, moral Pancasila, dan ketatanegaraan. Bahwa
pembelajaran  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini merupakan
pembelajaran yang mengajarkan peserta didik untuk berpikir aktif dan kreatif
mengenai persoalan-persoalan yang ada. Melalui Sistem pendidikan nasional
pembelajaran PPKn dapat memberikan arahan dan rambu-rambu dalam menjalankan
pendidikan. Baik yang menyangkut individual, kelompok, organisasi masyarakat dan
masyarakat pada umunya. Oleh karna itu Maka sistem pendidikan nasional menjadi
acuan untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam pembelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan.

Tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam
Kurikulum Nasinoal yaitu untuk Mengembangkan Kecerdasan Sosial dan
pembentukan karakter anak dalam berbagai elemen masyarakat seperti keluarga,
sekolah, dan lingkungan yang kemudian bersatu untuk membina kembali para siswa.
Dengan membentuk kecerdasan sosial anak, diharapkan terciptanya kecerdasan dan
keterampilan sosial yang merupakan modal utama dari pembentukan karakter yang
baik. Kecerdasan sosial dapat menumbuhkan nilai- nilai baik di kehidupan masyarakat
seperti memiliki empati, simpati, dan peduli terhadap orang lain, karena kecerdasaan
sosial merupakan modal utama dari pembentukan karakter yang baik (Anam &
Ardillah, 2021:43).

Landasan pokok yang dipakai dalam melaksanakan manajemen pendidikan
adalah kurikulum dan pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa Kurikulum adalah
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta

cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan (Muhtadi, 2014:77)

JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)
@ Copyright 2025 105



JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)
Volume 15 No 2 Edisi Maret 2025
ISSN 2087-5185 E-ISSN: 2622-8718

Kurikulum Nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang
kompetensi yang dibakukan serta cara penyampainnya disesuaikan dengan keadaan
dan kemampuan daerah. Mata Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) diberikan kepada siswa yang bobotnya dua jam perminggu
dan di dalam mata pembelajaran PPKn terdapat berbagai macam teori pokok yang
dapat diajarkan kepada siswa, setelah siswa mendapatkan materi tentang kecerdasaan
sosial, maka diharapkan siswa memiliki karakter yang baik di lingkungan sekolah
maupun masyarakat Pratiwi mengatakan bahwa:

Kurikulum sering dikaitkan dengan mutu pembelajaran, artinya melalui

kurikulum yang baik akan menghasilkan mutu mebelajaran yang baik pula

sehingga pembelajaran akan berjalan efektif dan efisien. Mutu pembelajaran
adalah tingkat keberhasilan penataan lingkungan yang memberi nuansa agar

program belajar tumbuh dan berkembang secara optional (Pratiwi,2023:34)

Inti dari kurikulum nasional pada pembelajaran PPKn merupakan kurikulum
dengan pembelajaran intrakulikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal
agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan
kompetensi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) dan (2), dikemukakan bahwa:

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dijelaskan sebagai mata pelajaran yang
harus diajarkan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Selain itu,
PKn juga merupakan mata kuliah yang harus diambil sebagai bagian dari

kurikulum pendidikan tinggi (Kholijah, 2018:67)

kurikulum merdeka memiliki ciri utama yaitu, pelaksanaan pembelajaran
berorientasi proyek dengan tujuan utama dalam pengembangan keterampilan soft skills
dan karakter yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Peningkatan fokus pada
materi inti dengan alokasi waktu yang memadai untuk mendalami pembelajaran terkait

kompetensi dasar, seperti literasi dan numerasi (Barlian Dkk, 2010:28). Dapat dilihat
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karakteristik utama pada kurikulum ini adalah untuk membentuk siswa yang memiliki

karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.

LANDASAN TEORI
Pembelajaran PPKn

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), merupakan suatu upaya
memberikan pengetahuan dasar dan pendidikan dasar bela negara pada siswa yang
berkaitan dengan masyarakat dan negara dengan harapan menjadi pribadi yang berguna
bagi bangsa dan negara serta bertujuan untuk mendewasakan individu sebagai warga
negara. Pelajaran PPKn penting untuk diterapkan di sekolah dasar karena saat usia ini
sangat tepat menanamkan konsep wawasan kebangsaan. PKn adalah program yang

mengajarkan cita-cita etika, demokrasi, sosial, dan politik.

Sesuai dengan Permendiknas No. 22 dari tahun 2006 tentang Standar isi untuk
Satuan Pendidikan Dasaar dan Menengah. Mata pelajaran PPKn merupakan mata
pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan
mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara
Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan
UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan siswa sekolah dasar yang mempelajari sejarah
mampu berpikir kritis, logis, dan imajinatif untuk memecahkan masalah dari berbagai
sudut pandang siswa dengan menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran sejarah
(Novita, 2003:24). Dalam pembelajaran PPKn peserta didik harus didorong untuk
berpikir kritis dan bertindak secara moral dan bijaksana sebagai anggota keluarga,
masyarakat, sekolah, dan sebagai sesama warga negara sebagai bagian dari pendidikan
kewarganegaraan yang diamatkan negara. Proses pembelajaran harus dirancang
sebagai pembelajaran melalui tindakan, pembelajaran untuk mencegah masalah sosial,
pembelajaran melalui keterlibatan sosial, dan pembelajaran melalui interaksi antar
budaya. Sebagaimana dikemukakan oleh Susanto  (2003:34) pendidikan

kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk
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mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya
bangsa Indonesia. Semangat belajar siswa dapat dimiliki dengan cara meningkatkan

motivasi belajar.

Tujuan dari pembelajaran PPKn selain juga untuk meningkatkan pengetahuan
peserta didik tentang kebangsaaan, kewarganegaraan, moral pancasila, dan juga
ketatanegaraan, juga untuk menanamkan nilai-nilai atau karakter kebangsaan yang
berdasar Pancasila. Artinya, siswa yang sudah mengalami proses pembelajaran PPKn
idealnya memiliki kompetensi kognitif yang baik yang dibuktikan dengan hasil belajar
yang seringkali disimbolkan dengan angka-angka, dan juga memiliki sikap atau
karakter yang baik. Budimansyah (2018:34) menyatakan bahwa mata pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus mampu berpikir kritis, logis, dan
imajinatif dalam menyikapi persoalan-persoalan kemasyarakatan. Berpartisipasi secara
proaktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan dan
kenegaraan serta upaya antikorupsi. Berkembang secara demokratis dan kritis agar
dapat mengambil ciri khas bangsa Indonesia dan hidup berdampingan dengan bangsa
lain, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk berinteraksi secara

langsung maupun tidak langsung dengan negara lain di kancah internasional.

Kurikulum Nasional

Kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu
pendidikan.Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan
dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, ada
beberapa  pergeseran dan  perbaikan program yang tujuannya jelas
untuk mengadaptasinya dengan evolusi dan kemajuan zaman, untuk mendapatkan hasil
yang tertinggi Kurikulum Merdeka Belajar adalah kebijakan yang dirancang oleh
pemerintah untuk membuat sebuah lompatan besar dalam aspek kualitas pendidikan
agar menghasilkan peserta didik dan lulusan yang unggul dalam menghadapi tantangan
masa depan yang kompleks. Inti dari Merdeka Belajar ialah kemerdekaan berpikirbagi

pendidik dan peserta didik. Menurut Siallagan (2023:35) Kurikulum belajar merdeka
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ini dianggap efektif dan efisien karena memungkinkan siswa untuk memilih pelajaran
yang mereka sukai sesuai dengan potensi mereka. Kurikulum ini juga dianggap lebih
menyenangkan bagi guru dan siswa. Kurikulum ini tidak hanya mementingkan
akademik, tetapi juga mementingkan keterampilan dan karakter sebagai hasil belajar.
Dalam kurikulum merdeka belajar membebaskan guru agar dapat menciptakan
pembelajaran yang mendidik dan menyenangkan. Kompetensi pedagogis saat ini juga
menuntut guru untuk mampu memodelkan dan melaksanakan proses pembelajaran.
Guru juga diberikan amanah sebagai penggerak untuk merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan menindaklanjuti evaluasi tersebut Sutrisno (2022:34). Konsep
belajar yang aktif, inovatif dan nyaman harus mampu mewujudkan siswa sesuai dengan
kebutuhan zaman terutama di era sekarang ini.

Untuk mencapai pendidikan yang ideal yang sesuai dengan keadaan saat ini,
merdeka belajar merupakan langkah yang tepat. Ini bertujuan untuk menyiapkan
generasi yang tangguh, cerdas, kreatif, dan berkarakter yang sesuai dengan nilai-nilai
bangsa Indonesia. Kedua, kebebasan belajar memiliki hubungan dengan perspektif
pendidikan Ki Hadjar Dewantara mengingat elemen keseimbangan cipta, rasa, dan
karsa. Karena pendidikan selama ini lebih menekankan pada pengetahuan, belajar
bebas memberi guru dan siswa kebebasan untuk mengembangkan bakat dan
keterampilan mereka. Siswa yang belajar secara mandiri diharapkan lebih banyak
menerapkan nilai-nilai. karakter masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari
dan lingkungannya.

Menurut Marsela (2022:27) Penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah tidak
lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesiapan mindset para pendidik
dapat perubahan fungsi pendidik yang semula mengajar dengan pendekatan yang
diseragamkan atau satu ukuran untuk semua (one size fits all), menjadi seseorang yang
mampu menciptakan siswa sebagai pembelajar mandiri sepanjang hayat. Dalam hal ini,
guru harus menjadi mentor, fasilitator, atau coach dalam kegiatan belajar yang berbasis
proyek (project based learning) secara aktif Sebenarnya Kurikulum Merdeka tidak
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jauh berbeda dengan Kurikulum 2013. Persamaan antara Kurikulum Merdeka dan
Kurikulum 2013 kedua Kurikulum bertujuan untuk menghasilkan karakter yang baik,
serta setiap menghadapi tantangan global kurikulum menekankan pada pembentukan
karakter dan keterampilan abad 21. Perbedaan antara kurikulum Merdeka dan
Kurikulum 2013 mengharuskan penerapan pembelajaran yang lebih terstruktur dengan
pembagian waktu yang jelas untuk setiap mata pelajaran. Pembelajaran lebih fokus
pada pencapaian kompetensi dasar melalui pembelajaran yang terstandarisasi.
Sedangkan Kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan memberi kebebasan lebih kepada
sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
Kurikulum ini memungkinkan adanya penyesuaian berdasarkan potensi dan minat
siswa, serta keadaan lokal yang ada di setiap daerah atau sekolah.

Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 memiliki tujuan yang sama, yakni
untuk menghasilkan siswa yang kompeten, berbudi pekerti luhur, dan siap menghadapi
dunia yang terus berubah. Namun, keduanya berbeda dalam pendekatan pelaksanaan
dan fleksibilitasnya. Kurikulum Merdeka lebih memberikan kebebasan kepada sekolah
dan guru untuk merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan
minat siswa, serta lebih menekankan pada pengalaman nyata dan pengembangan
kemandirian. Di sisi lain, Kurikulum 2013 lebih terstruktur dan memiliki standar yang
lebih ketat, dengan penekanan pada pencapaian kompetensi dasar secara lebih terukur.
Secara keseluruhan, Kurikulum Merdeka dianggap lebih adaptif dengan perkembangan
zaman yang menuntut pendidikan yang lebih fleksibel, berbasis pada minat dan bakat
siswa, sementara Kurikulum 2013 lebih berfokus pada pembelajaran yang sistematis
dan berbasis pada standar kompetensi yang jelas. Kedua kurikulum tersebut memiliki
kelebihan masing-masing, dan penerapannya harus disesuaikan dengan konteks dan
kebutuhan sekolah serta siswa.

Perkembangan Kecerdasan sosial

Kecerdasan sosial merupakan fasilitas sosial, yang merujuk kepada bagaimana

seorang berinteraksi dengan baik dan efektif dan serangkaian perubahan progresif yang
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terjadi sebagai akibat dari proses pematangan dan pengalaman. Dalam kajiannya, Van
Den Daele (2014:20) menyatakan bahwa :” Kecerdasan sosial didefinisikan sebagai
tingkat kesadaran intelektual dan moral yang diperlukan untuk berperan secara sosial
dalam kelompok atau masyarakat”. Kemampuan seseorang untuk berinteraksi sosial
dan berperilaku dengan orang lain di masyarakat. Komunikasi dan pendidikan
merupakan komponen penting pembangunan kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial,
sangat penting untuk membangun pendidikan, hal ini merupakan bekal utama yang
harus ditanamkan pada peserta didik.

Di lingkungan sekolah selalu diajarkan untuk membangun kecerdasan sosial,
dimulai dari meningkatkan kemampuan peserta, guru sangat berperan dalam
membantu meningkatkan kemampuan peserta didik. Guru yang akan mengajarkan
bagaimana cara berhubungan baik dengan teman, persekolahan, dan masyarakat. Hal
tersebut menjadi pembelajaran untuk menumbuhkan kecerdasan sosial pada peserta
didik yang dapat menjadi bekal untuk masa yang akan datang. Kecerdasan sosial pada
peserta didik, kemampuan untuk bersosialisasi dimana di sekolah dibiasakan untuk
hidup bermasyarakat, peserta didik dituntut untuk berbaur dengan peserta didik lainnya
supaya bisa menimbulkan interaksi yang baik dan menambah motivasi dan semangat
untuk berkolaborasi, peserta didik yang mencapai kematangan dalam bersosialisa pada
kesadaran berpikir dan bertindak untuk menjalankan peran sebagai makhluk sosial di
dalam menjalin hubungan dengan lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat
dapat membantu pencapaian kualitas peserta didik tersebut.

Selain itu, pencapaian dalam kecerdasan sosial tentunya peserta didik dituntut
untuk kesadaran diri dan penguasaan pengetahuan yang bukan hanya untuk
keberhasilan dalam melakukan hubungan interpesonal, tetapi pencapaian dalam
kemampuan kecerdasan sosial digunakan untuk membuat kehidupan peserta didik
menjadi lebih bermanfaat bagi lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.
karena peserta didik berharapkan setelah terjun di masyarakat bisa membentuk sikap
sosial yang baik.
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Pembentukan sikap sosial penting dilalukan melalui pola asuh yang baik, agar
bisa menumbuhkan emosi positif dalam diri peserta didik. Menjaga dan menjauhkan
dari sikap yang merugikan orang laia maupun lingkungan, karena pada dasrnya tingkat
kecerdasan emosi yang rendah anak menuntun peserta didik bersikap sosial negatif,
seperti kurang merasa terhadap orang lain, sulit mengatur perasaan sehingga tidak bisa
menyelesaikan masalah sederhana yang mereka hadapi, mudah stres, pendendam,

selalu merasa benar, tidak mudah mendengarkan saran orang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa metode deskriptif.
Metode deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat
penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat
populasi atau daerah tertentu (Suryabrata, 2012:75). Penelitian deskriptif merujuk pada
jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau menjelaskan secara
rinci mengenai fenomena yang ada. Fenomena tersebut dapat berupa kejadian alamiah

maupun hasil karya manusia.

PEMBAHASAN

Dalam hal ini dari penerapan kurikulum nasional dalam pembelajaran PPKn
terdapat pengaruh positif dari aktivitas pembelajaran PPKn yang menggunakan
kurikulum nasional yang ditandai dengan pertama pembelajaran di kelas sudah
mengarah pada pengembangan potensi pada peserta didik, lalu peserta didik
mengalami peningkatan sikap dan karakter yang di tekankan dalam penerapan
Kurikulum Nasional pada pengembangan kompetensi diri. Pembelajaran di kelas
mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan kelompok, dan
peserta didik mengalami peningkatan pembelajaran dalam menjalankan proses
kegiatan di sekolah terlebih pada memahami dan mengelola hubungan dengan orang
lain yang dimiliki sebagai peserta didik.
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Peningkatan kecerdasan sosial peserta didik dapat terlihat secara langsung dari
berubahan bersikap dan menghadapi segala sesuatu. Kecerdasan sosial sangat
dibutuhkan siswa dalam aktivitas belajar untuk mencapai prestasi belajar yang optimal,
mengingat terdapat berbagai aktivitas belajar yang mengharuskan siswa berinteraksi
dengan orang lain (Lagibu, 2018:34). Kecerdasan sosial adalah kemampuan mencapai
kematangan pada kesadaran berpikir dan bertindak untuk menjalankan peran
pernyataan sikap dan perbuatan peserta didik dalam pembelajaran secara sadar dengan
sikap kesadaran berpikir dan bertindak di lingkungan sekolah maupun di rumabh,
kemudian menghasilkan suatu tingkah laku. Kecerdasan sosial merupakan bagian dari
kecerdasan yang mencakup interaksi kelompok dan erat kaitannya sosialisasi.
Kemampuan untuk mengenal diri sendiri dan untuk mengetahui orang lain adalah
bagian yang tak terpisahkan dari kondisi manusia. Kecerdasan sosial adalah ukuran
kemampuan diri seseorang dalam pergaulan di masyarakat dan kemampuan
berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekeliling atau sekitarnya membuahkan hasil.

Berdasarkan teori yang ada tentang kecerdasan sosial pada peserta didik, maka
pembelajaran yang diterapkan menggunakan kurikulum nasional mempengaruhi
tingkat kecerdasan siswa. Colvin (2008, hlm. 79) mengemukakan bahwa kecerdasan
sosial merupakan kemampuan yang membantu seseorang untuk berhubungan baik
dengan orang lain. Setiap individu yang melakukan interaksi dengan orang lain
membutuhkan kecerdasan sosial.

Kecerdasan sosial berpengaruh dalam proses pembelajaran peserta didik.
Pentingnya kecerdasan sosial pada peserta didik dalam berkomunikasi baik di sekolah
maupun di luar sekolah/masyarakat. Untuk itu kepada pihak sekolah agar tidak bosan
memberikan pembinaan dan penanaman sikap kesadaran sosial terhadap peserta didik
agar generasi yang akan datang menjadi generasi yang handal dalam menghadapi
gejolak dan dinamika kehidupan dengan berbagai tantangan dan salah satu cara untuk
menghadapi tantangan tersebut adalah dengan memperkokoh sikap peduli sosial pada
setiap individu.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai
Implementasi Pendidikan Karakter dalam Meningkatkan Disiplin Belajar Peserta Didik
di SMA PGRI Cianjur maka dapat diambil kesimpulan yaitu : Gambaran penerapan
kurikulum nasional dalam pembelajaran PPKn terdapat pengaruh positif dari aktivitas
pembelajaran PPKn yang menggunakan kurikulum nasional yang ditandai dengan
pertama pembelajaran di kelas sudah mengarah pada pengembangan potensi pada
peserta didik, lalu peserta didik mengalami peningkatan sikap dan karakter yang di
tekankan dalam penerapan Kurikulum Nasional pada pengembangan kompetensi diri.
Pembelajaran di kelas mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi dan
kegiatan kelompok, dan peserta didik mengalami peningkatan pembelajaran dalam
menjalankan proses kegiatan di sekolah terlebih pada memahami dan mengelola
hubungan dengan orang lain yang dimiliki sebagai peserta didik. Penerapan kurikulum
nasional dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kecerdasan
sosial siswa melalui Keterampilan Komunikasi, melalui pembelajaran kolaboratif dan
diskusi kelas, siswa belajar untuk menyampaikan pendapat dan mendengarkan orang
lain, yang meningkatkan keterampilan komunikasi siswa.Kendala dalam pelaksanaan
kurikulum nasional kesiapan guru, Banyak guru yang belum sepenuhnya siap atau
terlatih untuk mengimplementasikan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan
berbasis proyek. Adaptasi Kurikulum, Perubahan kurikulum memerlukan waktu dan
usaha untuk beradaptasi, baik dari sisi sekolah maupun siswa.Tingkat Pemahaman
Siswa memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda, sehingga pendekatan

personalisasi dalam pembelajaran dapat sulit diterapkan.
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